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    ABSTRAK

    Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, sehingga anak non-Muslim pada dasarnya tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua Muslim. Namun, dalam praktik peradilan agama terdapat perkembangan hukum melalui pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim sebagaimana Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2026/PA. Sby. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewarisan bagi anak non-Muslim menurut KHI serta mengkaji implementasi hak anak yang berbeda agama dalam penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dan KHI tidak mengakui pewarisan beda agama karena kesamaan agama merupakan syarat utama dalam hubungan kewarisan. Akan tetapi, melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, anak non-Muslim tetap dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa keadilan dan kemaslahatan keluarga. Meskipun demikian, praktik tersebut masih menimbulkan perdebatan karena belum diatur secara tegas dalam KHI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat yang majemuk.
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PENDAHULUAN


Pasal 1
ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan.
Ketentuan ini menunjukkan prinsip dasar pemerintahan negara yang menjunjung
tinggi integritas wilayah dan kedaulatan sebagai satu kesatuan baik dalam aspek
pemerintahan maupun dalam kehidupan bernegara.  Dengan memahami serta
menghormati beragam sistem hukum yang ada, kita dapat menciptakan keharmonisan
dan keadilan dalam kehidupan sosial kita.  Hukum Islam mempunyai kedudukan
tersendiri, salah satunya adalah hukum kewarisan. 


Dalam
Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 terdapat frasa “yang berdasarkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa” yang disebabkan oleh fakta bahwa negara Indonesia
berasaskan Pancasila. Di sini jelas sekali bahwa perkawinan mempunyai ikatan
yang sangat kuat antara agama dan rohani.   Salah satu maksud dari perkawinan
adalah untuk memperbanyak anak yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan
dengan generasi baru. Anak adalah penerus generasi untuk kehidupan di masa yang
akan datang, yang merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara serta mendidik
mereka agar tumbuh menjadi generasi yang beradab. 


Hukum
waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami oleh setiap orang untuk
mencegah adanya konflik yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda. Setiap
orang yang memiliki kekayaan selama hidupnya akan diserahkan kepada pihak yang
berhak menerimanya setelah ia wafat.  Legalitas untuk mendapatkan warisan
adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan sipil yang dimiliki
oleh pemerintah.  Secara normatif, permasalahan yang dibahas adalah kewarisan
beda agama, yakni situasi di mana terdapat perbedaan agama di antara keduanya.
Agama yang berbeda tersebut muncul akibat pewaris atau ahli waris yang
meninggalkan agama Islam. Di sisi lain, penerima waris dalam hal ini merujuk
pada individu yang mempunyai ikatan darah dengan pemberi waris. Namun, menurut
hukum kewarisan Islam, mereka tidak berhak menerima warisan karena hubungan
pewarisan terputus akibat perbedaan agama. 


Permasalahan
yang bersangkutan dengan kewarisan adalah adanya perbedaan agama antara
keduanya. Salah satunya terdapat dalam Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2026/PA.Sby,
yang menetapkan pemberian waris kepada salah satu anak pewaris yang menganut
agama yang berbeda dengan pewaris yang memperoleh bagian warisnya dengan
mendapatkan wasiat wajibah. Maka, ketentuan normatif menyatakan bahwa hubungan
antara kedua belah pihak harus menganut agama yang sama, yaitu Islam. Maka,
berdasarkan hal itu, yang bersangkutan tidak bisa saling mewarisi.


 Namun,
melalui Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 tentang pemberian wasiat wajibah
kepada ahli waris yang beragama non-Muslim berdasarkan putusan Nomor 51
K/AG/1999 yang memperluas terminologi wasiat wajibah yang tidak sekadar
memberikan wasiat kepada anak angkat, tetapi juga terhadap anak kandung
non-Muslim. Tentu saja, ini menjadi sebuah paradoks dengan kaidah normatif
kewarisan yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang justru
dilanggar oleh lembaga peradilan dengan alasan demi kebaikan dan keadilan untuk
masyarakat.  Tentunya hal tersebut menunjukkan perbedaan pandangan hukum antara
aturan yang tertulis, yakni Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi MA No.
1/Yur/Ag/2018 yang terjadi terutama ketika terjadi benturan norma dalam praktik,
termasuk dalam perkara kewarisan beda agama. Maka, penelitian ini menjadi
penting untuk memberikan kejelasan normatif terhadap konflik tersebut, serta
belum ada penelitian yang menganalisis penetapan terbaru. Berdasarkan hal tersebut,
apakah hakim melanggar ketentuan normatif yang telah diatur ataukah hakim
melakukan tindakan Judicial Activism.


Oleh
karena hal tersebut peneliti antusias untuk meneliti tentang peristiwa tersebut
dan akan dituangkan dalam sebuah tulisan dengan judul “Waris bagi anak non-muslim
dalam perspektif KHI (Studi Penetapan Nomor 232-/Pdt.P/2026/PA.Sby)”


 


RUMUSAN MASALAH


1.  
Bagaimana pengaturan kewarisan anak non-muslim dalam KHI?


2.  
Bagaimana implementasi hak waris anak yang berbeda agama dalam
Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2026/PA. Sby?


 


TUJUAN PENELITIAN


Penelitian
di bidang hukum memiliki tujuan untuk memajukan hukum dan disiplin ilmu hukum
agar sejalan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi serta mengikuti
perkembangan zaman, terutama dalam konteks teknologi informasi yang berskala global. 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu:


1.     Tujuan
Umum


Tujuan
studi ini adalah untuk mengkaji dan memahami pengaturan waris bagi anak
non-muslim menurut Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengkaji penerapannya dalam
praktik peradilan agama di Indonesia berdasarkan Penetapan Nomor
232/Pdt.P/2026/PA.Sby..


2.     Tujuan
Khusus


Penelitian
ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui hak waris anak yang berbeda
agama dalam Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2026/PA.Sby. Lalu untuk mengidentifikasi
kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan normatif KHI dengan praktik
peradilan dalam kasus tersebut.


 


MANFAAT PENELITIAN


Salah
satu subtopik pertama dalam penyusunan penelitian adalah kerangka teoretis yang
sangat penting bagi peneliti untuk dimiliki ketika menganalisis setiap isu yang
diteliti, termasuk dalam pelaksanaan penelitian ilmu hukum.  Terdapat dua
manfaat penelitian yaitu:


1.     Manfaat
Teoritis


Penelitian
ini dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang
hukum kewarisan, serta menambah khazanah kajian mengenai kewarisan yang berbeda
agama dalam perspektif hukum positif dalam pengetahuan hukum serta pengembangan
konsep terbaru dalam kewarisan yang berbeda agama di Indonesia.


2.     Manfaat
Praktis


Penelitian
ini dimaksudkan untuk memberikan kekayaan pengetahuan dalam pengembangan hukum
kewarisan Islam. Oleh praktisi hukum diharapkan hasil studi ini dapat menjadi
bahan pemikiran untuk menangani serta memutus perkara kewarisan yang terdapat
perbedaan agama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
lebih jelas mengenai kedudukan anak non-Muslim dalam pembagian waris sehingga
dapat meminimalisir potensi konflik dalam keluarga.


 


KERANGKA PEMIKIRAN


1.     Landasan
Teori


a.     Teori
Kepastian Hukum


Suatu
regulasi yang disusun dan dipublikasikan dengan jelas dapat diartikan sebagai
kepastian hukum. Hal ini karena kepastian hukum memungkinkan hukum tersebut
untuk mengatur secara tegas dan logis untuk mencegah keraguan ketika muncul
interpretasi yang berbeda. Dengan demikian, hal tersebut akan mencegah bentrokan
dan konflik terhadap aturan yang berlaku di masyarakat.


Gustav Radbruch
mengemukakan empat keadaan fundamental yang berkaitan dengan kepastian hukum. 
Yang pertama, perundang-undangan merupakan sebuah produk yang lahir dari hukum
positif. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta. Ketiga, fakta harus dirumuskan
dengan cara yang mudah dimengerti dengan tujuan untuk mencegah salah tafsir.
Keempat, hukum tidak boleh mudah dimodifikasi, sehingga hukum tidak seharusnya
diubah dengan sembarangan karena hukum tersebut merupakan hasil dari proses
yang panjang, teratur, dan melibatkan banyak pertimbangan.


Menurut
Gustav Radbruch, kepastian hukum berakar dari ide bahwa itu merupakan kepastian
mengenai hukum itu sendiri. Artinya, supaya hukum dapat berfungsi sebagai pedoman
pasti bagi perilaku masyarakat, hukum tersebut harus mampu menjelaskan secara
jelas peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. 


Dalam hal
ini, kepastian hukum memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas perumusan
peraturan perundang-undangan. Semakin jelas, pasti, dan bebas dari ambiguitas
suatu hukum, semakin besar pula tingkat kepastian hukum yang bisa diwujudkan.
Di sisi lain, jika suatu peraturan tidak disusun dengan baik, maka hal itu
dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.


b.     Teori
Penemuan Hukum (Rechtsvinding)


Penemuan
hukum adalah prosedur penciptaan hukum oleh para hakim atau petugas hukum yang
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan hukum atau menerapkan
regulasi-regulasi hukum pada suatu kejadian yang spesifik. Hal tersebut diperkuat
melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1: pengadilan wajib
mengadili perkara yang menurut hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka, apabila tidak terdapat aturan
normatif yang berkaitan dengan suatu perkara, maka hakim bisa melakukan
penemuan hukum karena terdapat kekosongan hukum.


Hal ini
menyatakan bahwa hakim harus tetap pada satu sistem hukum, sehingga harus
menemukan hukumnya. Hal tersebut kemudian memberikan benang merah bahwa
penemuan hukum adalah suatu cara di mana hukum diciptakan oleh hakim, yang
tidak hanya mempertimbangkan konteks tertulis atau sebatas apa yang tertuang
dalam hukum positif, tetapi juga dapat merujuk pada sumber hukum lainnya.


c.     Kewarisan
Dalam Islam


Al-mīrath
merupakan kata dasar dari waris yang secara terminologi ialah mengalihkan
sesuatu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Bahwa memang diketahui ahli
waris tersebut memiliki hak waris atau dengan kata lain bahwa ahli waris yang
bersangkutan memiliki hak atas warisan tersebut. 


Bahwa
hukum kewarisan pada permulaan Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum kewarisan
pada masa jahiliyah, sehingga pada pelaksanaannya masih terdapat
praktik-praktik dari tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Oleh karena itu,
setelah al-Qur'an diturunkan secara sempurna, pembatalan atau penghapusan hukum
kewarisan, baik pada masa jahiliyah maupun pada permulaan Islam, telah
disempurnakan. 


Pengalihan
hak kebendaan yang dikuasai oleh individu yang sudah wafat kepada ahli warisnya
ini diatur dalam ilmu waris.  Islam memberikan perlindungan penuh atas hak
kebendaan seseorang sampai wafatnya orang yang bersangkutan. Selama individu
tersebut masih hidup, hak kebendaannya harus mampu dibela, baik secara individu
maupun dengan bantuan orang lain. Maka, hak yang dikuasainya tetap terlindungi
dengan upaya memindahkan benda-benda tersebut kepada pihak yang mempunyai hak
untuk diberi limpahan hak tersebut.


Perbedaan
agama merupakan hal yang dapat menggugurkan warisan dalam hukum Islam. Seperti
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Hadist berikut:


لَا
يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ
الْمُسْلِمَ                                                                                                  
   


"Orang
Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."
(HR. Bukhari no. 6267 & Muslim).


Mayoritas
ulama menambahkan murtad sebagai salah satu gugurnya hak mewarisi. Seseorang
yang telah meninggalkan agama Islam dianggap sebagai murtad, karenanya orang
yang murtad tidak dapat mewarisi kekayaan milik orang Islam. 


 


PENELITIAN TERDAHULU


Penelitian
terdahulu hanya membahas pembagian wasiat wajibah bagi anak non-muslim dengan
menggunakan pandangan Najmuddin At-Thufi. Kekurangan dari penelitian ini adalah
tidak adanya komparasi dengan menggunakan perspektif lain sehingga menimbulkan
bias karena hanya akan membenarkan salah satu perspektif saja. 


Sedangkan
penelitian yang lainnya cenderung menerima begitu saja pertimbangan hukum yang
diputuskan oleh hakim yang menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama dalam
pemberian hak atas harta warisan, tanpa menguji lebih jauh apakah pertimbangan
tersebut benar-benar sejalan dengan asas-asas hukum waris Islam dan prinsip
kewarisan dalam ilmu fiqh. 


 


METODE PENELITIAN


Metode penelitian
hukum mencakup cara-cara untuk mengumpulkan materi hukum atau informasi yang
sesuai dengan pendekatan penelitian yang ditentukan, dalam berbagai jenis
studi, seperti penelitian historis, deskriptif, inferensial atau eksperimental.
Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan:


Jenis Penelitian


Menurut E. Saefullah
Wiradipraja. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menelaah,
menjaga, dan memajukan pemikiran hukum yang berlaku saat ini dengan kerangka
berpikir yang logis.  Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif,
yaitu penelitian yang berangkat dari upaya memahami hukum sebagai suatu norma
sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, tidak dilihat hukum
dari bagaimana ia diterapkan secara langsung di lapangan, melainkan dikaji dari
sisi aturan, prinsip, dan konsep yang membentuknya.


Pendekatan Penelitian


Penggunaan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan
mempelajari perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang
dibahas pada penelitian ini dan penggunaan penetapan dari pengadilan tentang
permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus adalah hal yang harus dipakai karena
menjadi isu utama dalam penelitian ini.


Sumber Bahan Hukum


Data kepustakaan yang
berasal dari dokumen resmi, buku, penelitian terdahulu serta ensiklopedia
merupakan data sekunder yang digunakan dalam studi ini. Adapun data sekunder
tersebut meliputi:


1.     Bahan Primer


Penelitian terhadap
perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori-teori hukum yang muncul
dalam kepustakaan merupakan fokus utama dalam penelitian hukum normatif.  Dalam
penelitian ini yang menjadi bahan primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018,
Nomor 51 K/AG/1999, dan Penetapan 232/Pdt.P/2026/PA.Sby. Yang digunakan untuk
menganalisis dan menelaah apa yang menjadi permasalahan.


2.     Bahan
Sekunder


Studi kepustakaan
merupakan penelitian yang menggunakan buku, jurnal ilmiah terdahulu, dan
pandangan pakar terkait dengan pokok bahasan sebagai bahan sekunder. Penggunaan
bahan sekunder ini adalah untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum yang
sedang diteliti, sehingga pembahasan tidak hanya bertumpu pada norma hukum,
tetapi juga didukung oleh pandangan dan perkembangan pemikiran hukum yang ada.






3.     Bahan
Tersier


Kamus, ensiklopedia,
serta artikel merupakan bahan tersier yang dipakai guna memperjelas bahan hukum
primer dan sekunder.


 


HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengaturan
Kewarisan Bagi Anak Non-Muslim


Hukum Islam merupakan manifestasi dari turunnya wahyu Ilahi kepada
umat manusia agar terbebas dari kebodohan. Hukum Islam pada dasarnya berasal
dari Al-Qur’an dan hadis yang menjadi rujukan utama dalam pewarisan. Ketika
seorang pewaris meninggal dunia, terjadi peralihan harta benda milik pewaris
kepada ahli warisnya. Hubungan tersebut menjadi penyebab, di antaranya, untuk
bisa saling mewarisi.


Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 6267 & Muslim.
Melarang terjadinya pewarisan apabila salah satu pihak berbeda agama, sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya pewarisan beda agama. Akan
tetapi, dalam hukum perdata hal ini bisa menjadi sesuatu yang ambigu. Prinsip
ini tidak hanya sekadar pedoman, tetapi merupakan elemen dari sistem hukum yang
didasarkan pada syariat Islam, di mana aspek warisan diperlakukan sebagai
lanjutan dari ikatan keimanan selain hubungan darah. Oleh sebab itu, jika ada
perbedaan agama antara orang yang meninggalkan harta dan warisannya, maka
hubungan kewarisan ini dianggap telah terputus dan tidak bisa dilanjutkan dalam
bentuk pembagian harta warisan.


Ketentuan dalam hadis tersebut lalu diperkuat dalam hukum positif
Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf b dan c, yaitu di
antara pewaris dan ahli waris di antaranya adalah harus beragama Islam,
memiliki hubungan darah atau perkawinan, serta tidak terhalang oleh undang-undang
untuk mendapatkan bagian warisnya. Artinya, unsur keislaman menjadi syarat yang
tidak dapat dikesampingkan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan.
Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas antara doktrin fiqh klasik dengan hukum
positif di Indonesia. 


Tentunya situasi ini menimbulkan ketidakadilan. Meskipun mereka
diakui sebagai ahli waris dan memiliki hubungan darah, mereka tidak berhak
menerima warisan karena alasan agama. Namun, tentu saja terdapat alternatif
bagi ahli waris non-muslim. Mereka masih mendapat bagian warisan, tetapi hal
ini dilakukan melalui wasiat. 


Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di
Indonesia telah terjadi kemajuan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu
hukum positif. Hal tersebut adalah akibat diberlakukannya dan perluasan
terminologi wasiat wajibah yang ada pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang
tidak terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat saja, tetapi juga terhadap
anak non-muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Konsep dari wasiat
wajibah adalah mekanisme pemberian warisan pewaris kepada ahli warisnya yang
berbeda agama dengan menggunakan wasiat bukan pewarisan, yang tidak lebih dari
sepertiga bagian harta pewarisnya. Penerapan hal tersebut didasarkan pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Ag/2018. Salah satunya berdasarkan Putusan
Nomor 51 K/AG/1999.


Meskipun bukan merupakan hak waris dalam arti formal akan tetapi
mekanisme ini sering digunakan sebagai alternatif untuk menghindari kesenjangan
yang terlalu tajam akibat penerapan aturan hukum secara kaku. Dengan kata lain,
terdapat dinamika antara norma tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik
hukum yang berkembang. Penggunaan sistem wasiat wajibah ini sejatinya diadopsi
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan sebagian warisan kepada
pihak non-Muslim dari pihak Muslim. Lebih lanjut, pemberian hak kewarisan dalam
mekanisme wasiat wajibah terhadap anak non-muslim adalah atas dasar upaya untuk
memberikan rasa keadilan serta menghindari rasa diskriminasi antara sesama ahli
waris yang digunakan sebagai sebuah alternatif solusi.


Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut jelas
menyimpang dari doktrin fiqh klasik, akan tetapi tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia adalah untuk menjaga dan melindungi
keutuhan keluarga dengan tetap saling mencintai dan menghormati serta mempertimbangkan
realitas sosial masyarakat Indonesia yang multikultural serta untuk memenuhi
rasa keadilan.  Adanya hak wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama
dengan pewaris sebagaimana putusan Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai
sebuah langkah penemuan hukum terkait pewarisan di Indonesia. Ini karena di
negara-negara dengan mayoritas Muslim umumnya hanya diberikan wasiat wajibah
kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, bukan kepada ahli
waris yang berbeda agama.  Oleh karena itu, penetapan tersebut merupakan sebuah
upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum serta melakukan
penemuan hukum.


Dengan demikian, penetapan tersebut dapat diposisikan sebagai
bentuk judicial activism yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mengisi
kekosongan hukum dan mencapai keadilan substantif. Namun, di sisi lain, langkah
tersebut tetap menyisakan persoalan mendasar terkait konsistensi dan kepastian
hukum dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan
pembaruan regulasi atau penegasan norma dalam Kompilasi Hukum Islam agar tidak
menjadi ambigu antara aturan tertulis dan praktik peradilan di waktu mendatang.


Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah melaksanakan
penemuan hukum sebagai cara untuk melengkapi kekosongan hukum, akan tetapi hal
tersebut tidak luput dari kritik karena hal tersebut memang tidak diatur secara
langsung dalam hukum positif. Maka solusinya bukan hanya bergantung pada
yurisprudensi saja, melainkan perlu adanya pembaruan hukum positif itu sendiri.
Hal tersebut merupakan langkah progresif terhadap realita sosial yang harus
dibarengi dengan legitimasi normatif yang kuat supaya tidak menimbulkan
permasalahan di kemudian hari. 


Implementasi
Hak Waris Untuk Anak Yang Berbeda Agama


Salah satu sumber utama hukum Islam yaitu hadis yang melarang
terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli waris apabila salah satu di
antaranya tidak beragama Islam. Ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan
normatif, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam penetapan
pengadilan 232/Pdt.P/2026/PA.Sby hakim mengabulkan permohonan para pemohon agar
salah satu ahli waris yang non-Muslim diberikan bagian warisan dengan
menggunakan mekanisme wasiat wajibah.


Hampir semua putusan ataupun penetapan dari Pengadilan Agama
mengenai waris yang melibatkan agama yang berbeda dengan memberikan wasiat
wajibah demi menegakkan keadilan sebenarnya adalah langkah yang tepat. Hal ini
karena tujuan dari mengajukan sebuah perkara ke pengadilan adalah untuk
mencapai keadilan itu sendiri, di mana dalam proses peradilan, seorang hakim
memiliki kesempatan untuk menemukan hukum dan tidak hanya terikat pada aturan
yang ada. 


Dalam penetapan tersebut, salah satu pertimbangan hakim adalah
bahwa, selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999
disebutkan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi
harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan dengan
menggunakan penetapan maupun putusan pengadilan, di mana seseorang yang bukan
beragama Islam mendapat bagian waris dan bagian warisnya dapat diserahkan
kepada ahli waris lainnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi ahli waris
yang berhak.


Menurut Sudikno Mertokusumo, mengenai teori penemuan hukum
(rechtsvinding), penemuan hukum adalah prosedur penciptaan hukum oleh para
hakim yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum atau menerapkan
regulasi-regulasi hukum pada suatu kejadian yang spesifik.  Maka, dalam
penetapan tersebut, hakim berupaya untuk mengisi kekosongan hukum. Hal tersebut
sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menegaskan kewajiban pengadilan untuk menerima perkara.
Pengadilan dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum
tidak ada atau kurang jelas.


Penemuan hukum bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan oleh hakim
secara sembarangan, melainkan merupakan respons hukum yang sangat penting
ketika hukum yang berlaku tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah nyata.
Terdapat empat situasi utama yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum,
yaitu ketika ada kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, konflik antara norma,
dan juga perubahan sosial yang berlangsung lebih cepat daripada proses pembentukan
hukum. 


Selain wasiat wajibah yang digunakan sebagai alternatif pemberian warisan,
hukum Islam juga mengakui hibah sebagai salah satu cara untuk mewariskan harta
kepada anak non-Muslim. Hibah pada dasarnya adalah pemberian harta kepada
seseorang semasa hidupnya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hibah sering
digunakan sebagai cara yang lebih fleksibel dan proaktif untuk membagi harta,
terutama untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga sebelum pewaris
meninggal dunia. Hal ini penting karena hibah tidak secara langsung tunduk pada
aturan pembagian warisan serta hibah merupakan salah satu alternatif untuk
memberikan harta warisan.


 






KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Dalam
perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai kewarisan pada dasarnya berasal dari
Al-Qur’an, hadis, serta doktrin fiqh yang menyatakan bahwa kesamaan agama
merupakan syarat utama dalam hubungan waris. Adanya perbedaan agama antara
pewaris dan ahli waris dianggap sebagai halangan yang tidak dapat diabaikan,
sehingga anak non-Muslim tidak berhak menerima warisan secara langsung dari
orang tua yang beragama Islam. 


Namun,
perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam
penerapan hukum tersebut. Melalui berbagai metode penafsiran seperti yang
menjadi objek studi dalam penelitian ini. Hakim tidak selalu menerapkan norma
secara tekstual, melainkan melakukan riset hukum untuk menjawab kebutuhan akan
keadilan dalam masyarakat yang beragam. Salah satu bentuk penafsiran tersebut
adalah memberikan sesuatu kepada anak non-Muslim dengan mekanisme wasiat
wajibah. Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2026/PA.Sby,
dapat disimpulkan bahwa implementasi hak anak non-Muslim tidak dilakukan
melalui mekanisme pewarisan langsung, melainkan melalui konstruksi hukum yang
bersifat alternatif, seperti wasiat wajibah.


Dari
sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut dapat dipahami dari dua sisi. Di
satu sisi, pemberian melalui wasiat wajibah masih dapat diterima karena tidak
secara langsung melanggar larangan waris beda agama mengingat status penerima
sebagai penerima wasiat, bukan sebagai ahli waris. Di sisi lain, perluasan
konsep wasiat wajibah kepada anak non-Muslim juga menimbulkan perdebatan karena
dianggap melampaui batas yang telah ditentukan dalam fiqh klasik dan Kompilasi
Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif
dan pendekatan kontekstual dalam hukum Islam. Sehingga memerlukan adanya
kebaharuan dalam hukum positif.


Dengan
demikian, penyelesaian warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orang tuanya
dalam hukum kewarisan di Indonesia tidak dilakukan melalui pembagian warisan
secara langsung, melainkan melalui metode alternatif seperti wasiat wajibah dan
hibah. Metode ini merupakan bentuk kompromi antara aturan normatif yang berasal
dari syariat dan kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat yang beragam.
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